BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: 35 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI TAHUN 2020

Menimbang :

Mengingat : 1.

BUPATI YAHUKIMO,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang
Alokasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada RSUD
Dekai;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah
diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4684 );

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,,
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,
Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel,
Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk
Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi
Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
129);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 363);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bntuan Iuran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372)

Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 255);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
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15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nsional (JKN);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016
tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-
CBG) dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional.
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi dana Jaminan Kesehatan Nasional yang
bersumber dari klaim pelayanan pasien BPJS RSUD
untuk Jasa Medis pelayanan kesehatan sebanyak 50%
(lima puluh persen) dengan variable prosentase
pembagian sebagai berikut :
a. Dokter Spesialis :150 Poin
b. Dokter Umum & Dokter Gigi : 75 Poin
c. Apoteker & Penata : 50 Poin
d. Kepala Ruangan : 50 Poin
e. Paramedis : 40 Poin
f. Penunjang Medis : 20 Poin
Jumlah jasa pelayanan yang di terima oleh masing-
masing tenaga kesehatan di hitung dengan formula
sebagai berikut:
Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang -----------------
—————————————————————————————————————— X Jumlah dana jasa
pelayanan Jumlah nilai seluruh tenaga

KEDUA : Alokasi dana untuk dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan pada RSUD Dekai ditetapkan
sebesar 50% (Lima puluh persen).

KETIGA : Alokasi Dana Jasa Penunjang Non Medis ditetapkan
sebanyak 15% (Lima Belas Persen) dari biaya dukungan
operasional.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal : 4 Februari 2020

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai ABOCK BUSUP
Dengan yang asli
Plh, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002






